BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang :

Mengingat

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

bahwasebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2023tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
dengan Peraturan Bupati Bangka;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
PenetapanUndang-UndangDaruratNomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55),Undang-UndangDaruratNomorSTahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1956  Nomor
S7)tentangPembentukan Daerah Tingkat I
termasukKotaprajadalamLingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)sebagaimanatelahbeberapa kali
diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 7 Tahun 2021
tentangHarmonisasiPeraturanPerpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021Nomor246,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);

. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)sebagaimanatelahbeberapa kali
diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 7 Tahun 2021
tentangHarmonisasiPeraturanPerpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021Nomor246,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimanatelahbeberapa kali
diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun 2023
tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-
UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
KerjaMenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023Nomor41, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6856);

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022
tentangHubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor4, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6757);

. PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005

tentangPengelolaanKeuangan  Badan  Layanan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan
NomenklaturPerencanaanPembangunan dan
KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan DaerahKabupaten Bangka Nomor9Tahun
2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri
D)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3
seri D);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2022 Nomor 10 Seri D);

17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2022 Nomor 81)sebagaimanatelahbeberapa kali
diubahterakhirdenganPeraturanBupatiNomor 28 Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalahKepala Daerah
sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. DewanPerwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disingkatDPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahyang
berkedudukansebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan Daerah.

5. AnggaranPendapatandanBelanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD
adalahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka
rencanakeuangantahunan Daerah yang ditetapkandenganPeraturan
Daerah.

BAB II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2
LaporanRealisasiAnggaranTahunAnggaran 2022terdiriatas :
a. Pendapatan :

1. PendapatanAsli Daerah Rp. 186.489.553.928,57

2. Pendapatan Transfer Rp.1.125.826.111.016,00

3. Lain-lain pendapatanDaerah yang Sah Rp. 13.238.387.210,56
JumlahPendapatan Rp.1.325.554.052.155,13

b. Belanja :

1. BelanjaPegawai Rp. 437.149.234.967,00

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 450.063.522.895,51

3. BelanjaSubsidi Rp. 260.388.170,00



4. BelanjaHibahRp. 38.446.789.953,16

5. BelanjaBantuanSosial Rp. 5.711.122.700,00

6. Belanja Modal Rp. 233.234.112.180,67

7. BelanjaTakTerduga Rp. 2.397.478.875,00

8. Belanja Transfer Rp. 132.556.237.974,00
JumlahBelanja Rp.1.299.818.887.715,34
Surplus/Defisit Rp.25.735.164.439,79

d. Pembiayaan :
1. Penerimaan Rp. 128.201.931.505,43
2. Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00
JumlahPembiayaanNetto Rp.125.201.931.505,43

Sisa lebih pembiayan anggaran tahun berkenaan Rp.150.937.095.945,22

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggall September 2023

BUPATI BANGKA,

dto
MULKAN
Diundangkan di Sungailiat Salinan SesuaiDenganAslinya
pada tanggall September 2023 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA, dto
dto SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa

ANDI HUDIRMAN NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 45



